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I INTISARI

J Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan
1 identifikasi tanah yang terindikasi terlantar di Kecamatan Pinang Kota
J Tangerang Provinsi Banten, kendala yang dihadapi serta upaya yang

dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.
Metode Penelitian yang digunakan adalah metode desknptif dengan

pendekatan kualitatif, yaitu suatu metode yang bertujuan
menggambarkan/mendiskripsikan suatu gejala, variabel atau keadaan yang
terjadi pada masa kini dalam bentuk kata-kata tertulis tanpa menguji
hipotesis tertentu. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan
teknik purposive sampling yaitu pengambilan sampel bertujuan. Data yang
dihimpun adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh
melalui wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang dan
Kepala Seksi Penatagunaan Tanah Kantor Pertanahan Kota Tangerang
serta data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen berkaitan dengan
pelaksanaan kegiatan identifikasi tanah terlantar di Kecamatan Pmang Kota
Tangerang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan
observasi. .

Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan identifikasi terhadap
tanah yang terindikasi terlantar dimulai dari tahap perencanaan,
pelaksanaan, pengolahan dan pelaporan oleh Kantor Pertanahan Kota
Tangerang Dalam pelaksanaannya ditemui kendala antara lain: 1) belum
dilaksanakannya penyuluhan PP Nomor 36/1998 tentang Penertiban dan
Pendayagunaan Tanah Terlantar kepada masyarakat; 2) dana yang
diperuntukan tidak sesuai dengan kegiatan identifikasi; 3) tidak adanya
laporan secara periodik dari perusahaan menyangkut kegiatan pembebasan
tanah yang telah dilakukan; 4) pemilik tanah yang bertempat tinggal di luar
Kota Tangerang, sehingga sulit untuk ditemui; 5) terjadinya pergantian
direksi/pimpinan perusahaan. Terhadap kendala point 1) Kantor
Pertanahan Kota Tangerang akan melaksanakan penyuluhan pada Tahun
Anggaran 2006; Untuk mengatasi kendala point 2), Kantor Pertanahan Kota
Tangerang akan mengusulkan Anggaran ke BPN Pusat melalui Kantor
Wilayah BPN Provinsi Banten. Upaya lain untuk mengatasi kendala point 3),
menyurati pemilik tanah untuk memberikan laporan secara periodik tentang
perolehan tanah yang telah dilaksanakan. Terhadap kendala point 4),
Kantor Pertanahan Kota Tangerang menyurati pimpinan perusahaan yang
bersangkutan untuk menyampaikan secara langsung ke Kantor Pertanahan
menyangkut pembebasan tanah yang telah dilakukan serta penggunaan
tanah saat ini di atas bidang tanah yang telah dibebaskan.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan penduduk dan pembangunan di suatu daerah

sangat berpengaruh terhadap intensitas pemanfaatan dan

ketersediaan tanah untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Kondisi

realitas ini cenderung mendorong setiap orang untuk berupaya agar

tanah tetap tersedia untuk memenuhi berbagai kebutuhannya, dan

sering tidak terhindari penerapan cara-cara kekerasan atau bahkan

merugikan orang lain.

Salah satu hambatan dalam pelaksanaan kegiatan

pembangunan nasional, adalah ketersedian tanah untuk

menyelenggarakan program-program pembangunan di berbagai

sektor, sehingga berbagai upaya dilakukan pemerintah agar tanah

tetap tersedia, sehingga tujuan yang hendak dicapai yaitu

mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat secara nyata tercapai.

Dinamika kehidupan masyarakat dewasa ini menunjukkan

bahwa, belum semua masyarakat menyadari betapa pentingnya tanah

sebagai sumber daya yang dalam keadaan terbatas sangat berarti

bagi kelangsungan hidup manusia, sehingga perlu disikapi dengan

peran aktif semua pihak untuk memanfaatkan atau menggunakan

tanah secara optimal guna mewujudkan kesejahteraan. Masih banyak



masyarakat yang membutuhkan tanah, termasuk pemerintah dalam

rangka melaksanakan kegiatan pembangunan nasional, namun masih

banyak pula masyarakat pemilik tanah yang tidak menggunakan atau

memanfaatkan tanahnya secara optimal, melainkan dibiarkan berada

dalam keadaan kosong atau diterlantarkan. Padahal bagi setiap

pemegang hak atas tanah melekat kewajiban untuk menggunakan

tanahnya sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian

haknya.

Asas fungsi sosial yang mendasari setiap hak atas tanah

merupakan jaminan bagi setiap pemegang hak atas tanah untuk

memanfaatkan tanahnya secara produktif dengan memperhatikan

dampak bagi kepentingan masyarakat. Asas ini memberikan

kewenangan kepada pribadi sebagai pemegang hak dan sekaligus

memberikan kewajiban untuk menggunakan haknya secara baik dan

benar. Asas fungsi sosial juga memberikan kewenangan fungsi

kontrol kepada pemerintah atau negara apabila ternyata suatu hak

atas tanah tidak diusahakan atau dimanfaatkan dengan baik atau

bahkan merugikan pihak lain.

Sejalan dengan itu, di dalam Pasal 27, 34, dan Pasal 40 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria dinyatakan bahwa Hak atas tanah yakni Hak Milik, Hak Guna

Usaha, dan Hak Guna Bangunan, hapus dan beralih menjadi tanah

yang dikuasai langsung oleh negara apabila diterlantarkan. Selain itu,



dalam Pasal 15 ditegaskan pula mengenai kewajiban setiap

pemegang hak atas tanah untuk memelihara tanah, menambah

kesuburan dan mencegah kerusakannya. Hal ini dimaksudkan agar

suatu bidang tanah dapat secara nyata memberikan manfaat untuk

kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi pemiliknya.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut di atas, dalam

rangka mewujudkan ketertiban dalam penggunaan tanah agar dapat

berdaya guna dan berhasil guna, maka pemerintah telah mengambil

kebijakan dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun

1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut,

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional telah

menetapkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24

Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 36 Tahun 1998 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan

Tanah Terlantar. Di dalam konsideran menimbang dinyatakan:

a. bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, maka
setiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai
hubungan hukum dengan tanah wajib menggunakan tanahnya
dengan memelihara tanah, menambah kesuburannya, mencegah
terjadi kerusakannya sehingga lebih berdaya guna dan berhasil
guna serta bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa dalam kenyataannya masih terdapat bidang-bidang tanah
yang dikuasai oleh perorangan, badan hukum atau instansi yang
tidak digunakan sesuai keadaannya atau sifat dan tujuan haknya;

c. bahwa sesuai ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria hak atas tanah
hapus dengan sendirinya apabila tanahnya diterlantarkan."



Sehubungan dengan upaya penertiban tanah terlantar oleh

pemerintah dengan menetapkan produk hukum mengenai tanah

terlantar, hingga kini belum semua Kantor Pertanahan di lingkungan

Badan Pertanahan Nasional yang tersebar diberbagai daerah

melaksanakan kedua peraturan tersebut sesuai tahapan yang ada

dalam arti ada yang sudah dijalankan tetapi tidak berkesinambungan,

dan ada yang belum dilaksanakan sama sekali. Salah satu contoh

konkrit yang dapat ditunjukkan adalah implementasi peraturan

mengenai tanah terlantar di Kantor Pertanahan Kota Tangerang

Provinsi Banten yang telah dilaksanakan melalui kegiatan identifikasi

tanah-tanah yang termasuk dalam kriteria tanah teriantar di

Kecamatan Pinang. Kegiatan tersebut diatas tidak dilakukan secara

berkesinambungan untuk kecamatan atau wilayah lainnya yang tidak

tertutup kemungkinan terdapat obyek tanah yang diindikasikan

sebagai tanah terlantar, sehingga upaya mengoptimalkan

pemanfaatan tanah dan meningkatkan kesuburan tanah dapat

tercapai, atau dengan kata lain dapat menumbuhkan kesadaran

masyarakat untuk mengusahakan tanahnya secara efektif sesuai

dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis termotivasi untuk melakukan

penelitian dengan judul: EVALUASI PELAKSANAAN IDENTIFIKASI

TANAH TERLANTAR DI KECAMATAN PINANG KOTA

TANGERANG PROVINSI BANTEN.



B. Permasalahan

Berdasarkan uraian di .atas, penulis merumuskan

permasalahan dalam 3 (tiga) pertanyaan berikut ini.

1. Sejauhmana pelaksanaan kegiatan identifikasi terhadap: tanah

yang terindikasi terlantar di Kecamatan Pinang, Kota Tangerang

Provinsi Banten?

2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan

identifikasi terhadap tanah yang terindikasi terlantar di Kecamatan

Pinang, Kota Tangerang Provinsi Banten?

3. Bagaimana upaya mengatasi kendala yang dihadapi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan:

a. pelaksanaan identifikasi tanah yang terindikasi terlantar di

Kecamatan Pinang, Kota Tangerang Provinsi Banten ;

b. kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan identifikasi tanah

yang terindikasi terlantar di Kecamatan Pinang, Kota

Tangerang Provinsi Banten;

c. upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan identifikasi tanah

yang terindikasi terlantar di Kecamatan Pinang, Kota

Tangerang Provinsi Banten.



2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan:

a. informasi kepada pemerintah dalam rangka perumusan

kebijakan pertanahan terkait dengan pelaksanaan identifikasi

tanah yang terindikasi teriantar di Kecamatan Pinang, Kota

Tangerang Provinsi Banten;

b. penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar di Kota

Tangerang Provinsi Banten;

c. kontribusi bagi pengembangan kajian yang berkaitan dengan

tanah terlantar, khususnya di Kota Tangerang, Provinsi Banten.

D. Pembatasan Penelitian

Penelitian ini hanya dibatasi pada tahap pelaksanaan kegiatan

identifikasi terhadap tanah yang terindikasi terlantar oleh Kantor

Pertanahan Kota Tangerang di Kecamatan Pinang di Kota Tangerang

Provinsi Banten yang diperoleh melalui Ijin lokasi.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban

dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Jo. Keputusan Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 2002 tentang Ketentuan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang

Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Kota Tangerang

telah dilaksanakan pada tahap identifikasi yang dilakukan oleh

Kantor Pertanahan Kota Tangerang di Kecamatan Pinang oleh

petugas teknisi dari Seksi Penatagunaan Tanah;

2. Dalam pelaksanaannya ditemui berbagai kendala antara lain, belum

adanya penyuluhan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun

1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

mengenai tahap identifikasi yang akan dilaksanakan oleh Kantor

Pertanahan Kota Tangerang, dana yang diperuntukan bagi

pelaksanaan kegiatan identifikasi tidak sesuai dengan volume

pekerjaan yang ada, tidak adanya laporan secara periodik dari

perusahaan menyagkut kegiatan pembebasan tanah yang telah

dilakukan dan pemilik tanah dalam hal ini pimpinan perusahaan

yang tinggal diluar Kota Tangerang.
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3. Untuk mengatasi kendala yang ditemui, Kantor Pertanahan Kota

Tangerang melakukan usaha antara lain:

a. pengusulan anggaran yang ditujukan kepada Kantor Wilayah

Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten yang disesuaikan

dengan volume pekerjaan dan jumlah petugas yang akan

melaksanakan kegiatan identifikasi;

b. penyuluhan oleh Kantor Pertanahan Kota Tangerang kepada

perusahaan pemegang Ijin Lokasi sebelum melaksanakan

kegiatan identifikasi.

c. Untuk pemilik tanah yang bertempat tinggal diluar Kota

Tangerang, akan segera dipanggil ke Kantor Pertanahan Kota

Tangerang guna memberikan laporan menyangkut seluruh

kegiatan atas tanah yang sudah dibebaskan.

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan identifikasi terhadap tanah yang terindikasi

terlantar, perlu adanya dukungan dari semua elemen yang ada baik

kaidah dari pada peraturan itu sendiri, pemerintah sebagai

pelaksana, fasilitas yang mendukung terlaksananya peraturan

tersebut, pemilik tanah serta perlu adanya komitmen pemerintah

dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998

tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar;

2. Sebelum pelaksanaan identifikasi terhadap tanah yang terindikasi

terlantar, perlu adanya penyuluhan sebagai upaya memberikan
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pemahaman, sehingga perusahaan yang ada dalam ruang lingkup

dimana peraturan diterapkan, dapat memahami secara jelas

maksud dan tujuan dari pelaksanaan peraturan tersebut;

3. Dalam rangka penggunaan tanah sesuai dengan peruntukannya,

perusahaan yang memperoleh hak penguasaan atas tanah yang

telah dibebaskan diharuskan untuk memberikan laporan secara

periodik kepada Kantor Pertanahan sebagai bahan monitoring,

sekaligus sebagai kajian yang akan digunakan dalam pelaksanaan

kegiatan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar di Kota

Tangerang Provinsi Banten.
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